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ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pertumbuhan 
ekonomi terhadap kemampuan keuangan daerah Kota Palembang, dimana tingkat 
pertumbuhan ekonomi tercermin dari pertumbuhan PDRB, sedangkan 
kemampuan keuangan daerah diukur dengan menggunakan Derajat Desentralisasi 
Fiskal (DDF) dan Derajat Kemandirian Daerah (DKD).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi 
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Derajat Desentralisasi 
Fiskal (DDF) dengan koefisien 0,770. Hal ini berarti setiap tambahan 1 persen 
variabel pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan kenaikan sebesar 0,770 persen 
variabel Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Namun bila dilihat dari Derajat 
Kemandirian daerah, variabel pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh 
signifikan terhadap Derajat Kemandirian Daerah (DKD).

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Kemampuan Keuangan Daerah, Derajat 
Desentralisasi Fiskal, Derajat Kemandirian Daerah
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ABSTRACT

This research has purpose to analyze the influence of economic growth to 
region financial ability of Palembang. In which economic growth reflected by 
PDRB growth and region financial ability measured by fiscal decentralization 
degree and regional autonomous degree.

The result of this research shown that economic growth variable had positive 
and significant influence to fiscal decentralization degree with coefficient 0,770. It 
means, if economic growth variable added 1 percent, it increased 0,770 percent 
fiscal decentralization degree variable. Otherwise economic growth variable had 
no significant influence to region autonomous degree.

Key word: Economic Growth, Region Financial Ability, Fiscal Decentralization 
Degree, Region Autonomous Degree
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan pemerintah daerah baik di tingkat propinsi maupun tingkat 

kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 22 

tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah 

dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui

dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. Kedua

UU ini mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan

peluang bagi pemerintah daerah dikarenakan pemerintah daerah memiliki 

kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara

efisien dan efektif (Adi; 2006 : 2).

Ditekankan juga bahwa titik tolak desentralisasi di Indonesia adalah Daerah 

Tingkat II (Dati II) dengan dasar pertimbangan : pertama, dari dimensi politik, 

Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga resiko 

gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. 

Kedua, dari dimensi administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 

kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif. Ketiga, Dati II adalah daerah “ujung 

tombak” pelaksanaan pembangunan sehingga Dati II-lah yang lebih tahu 

kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya (Kuncoro; 1997 : 407).

Desentralisasi fiskal dapat didefinisikan sebagai bentuk pelimpahan 

wewenang dari pemerintah pusat dalam hal pengambilan keputusan dan

1



pengelolaan fiskal kepada pemerintah daerah yang selanjutnya akan menjadi 

tanggung jawab kepada masyarakat daerah yang bersangkutan secara transparan

(Boex; 2001 :3).

Desentralisasi fiskal menurut Boex (2001 : 10) terdiri atas ; pertama, 

penerimaan (receipts) yang berhubungan dengan sumber — sumber penerimaan 

daerah termasuk pajak dan bukan pajak yang menjadi wewenang pemerintah 

daerah; kedua, pengeluaran (expenditures) yang berhubungan dengan fungsi dan 

tanggung jawab atas segala pengeluaran untuk masing - masing tingkatan 

pemerintahan; ketiga, pinjaman dan hutang (loans) yang berhubungan dengan 

akibat yang ditimbulkan dari ketidakseimbangan antara penerimaan dan 

pengeluaran sehingga menyebabkan terjadinya defisit daerah; keempat, transfer

yang berhubungan dengan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.

Penerimaan daerah sebagai pokok utama dari desentralisasi fiskal tersebut

digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di 

daerah. Pelaksanaan kegiatan ini membutuhkan dana dalam jumlah besar dan

terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga diperlukan usaha untuk 

mengimbangi kegiatan dari pembangunan itu sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah 

diharapkan dapat mendorong partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat 

dalam pembagunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan

potensi yang tersedia di masing — masing daerah. Disamping itu dengan 

pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang 

lebih memuaskan, pengurangan beban pemerintah pusat, pertumbuhan 

kemandirian dan kedewasaan daerah serta penyusunan program yang lebih sesuai

dengan kebutuhan daerah (Rasyid dalam Hidayat; 2006 : 3).
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Titik sentral dari pelaksanaan otonomi daerah adalah penyerahan kewenangan 

dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Salah satu aspek yang sangat 

penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kesiapan daerah dalam hal 

keuangan. Keuangan ini diperlukan bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya 

sendiri untuk melayani kepentingan dan kebutuhan publik (Sondakh; 2003 : 309).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk 

meningkatkan sumber penerimaan daerah adalah dengan meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping mengandalkan Dana Alokasi Umum 

(DAU) atau Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) dan subsidi atau bantuan 

dana.

i

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam era otonomi akan memegang peranan

yang sangat penting. Oleh karena itu PAD diharapkan akan menjadi sumber

penerimaan terbesar dari seluruh sumber penerimaan daerah, sehingga tingkat

ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi seminimal mungkin.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu komponen pendapatan 

daerah sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya pendapatan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga upaya untuk menciptakan 

kemampuan keuangan daerah yang sesungguhnya tidak ada pilihan lain bagi 

pemerintah daerah untuk terus menggali dan mengembangkan penerimaan PAD 

tersebut.

Dalam UU No. 33 tahun 2004 pasal 6, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri 

dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

dipisahkan, dan lain - lain PAD yang sah.

yang
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Tabel 1.1
Perkembangan Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kota Palembang Tahun 1996-2006 

(rupiah)
KOMPONEN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

tTOTAL PADPENDAPATANRETRIBUSITAHUN
LABA BUMDPajak Daerah

LAIN - LAINDAERAH

14,037,358,8751,658,000,560114,187,7704,776,622,1887,488,548,3571996

16,598,610,5761,727,851,950278,973,7286,548,675,5528,043,109,3461997

16,235,578,997392,056,949207,242,7407,085,829,2918,550,450,0171998

18,946,515,5763,454,365,079145,679,7365,808,516,0359,537,954,7261999

22,908,608,601583,635,160291,370,7648,326,314,06813,707,288,6092000

36,959,416,5273,225,401,969678,418,36315,453,716,74817,601,879,4472001

54,036,430,5707,251,875,903903,810,09223,277,971,85522,602,772,7202002

67,151,817,0061,077,405,243 14,619,514,83925,418,742,84826,036,154,0762003

67,472,345,0136,560,943,386660,072,96928,348,128,32631,903,200,3322004

86,100,105,4482,820,766,465 5,512,585,29439,904,051,54637,862,702,1422005

37,016,633,853 821,389,463 11,185,658,427 89,676,046,89940,652,365,1552006

Sumber : Bagian Keuangan Pemerintah Kota Palembang

Kemampuan PAD suatu daerah tergantung dari struktur penerimaan daerah 

yang berasal dari penerimaan pajak dan retribusi daerah yang diambil dari sektor 

- sektor ekonomi daerah. Besarnya persentase sumbangan PAD terhadap Total 

Penerimaan Daerah (TPD) akan menjadi ukuran desentralisasi fiskal di tingkat 

kabupaten/ kota (Kuncoro; 2004 : 79), sedangkan besarnya persentase sumbangan 

PAD terhadap Total Pengeluaran Daerah (TKD) akan menjadi ukuran 

kemandirian daerah (Halim dalam Landiyanto; 2005 : 8).
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Kota Palembang merupakan salah satu Daerah Otonom yang berada dalam 

wilayah propinsi Sumatera Selatan yang dikategorikan memiliki tingkat 

penerimaan daerah (yang berasal dari pos pendapatan asli daerah) yang terbesar 

diantara kabupaten/kota lainnya yang terdapat di propinsi Sumatera Selatan. Akan 

tetapi, dengan besarnya tingkat penerimaan daerah kota Palembang belum serta 

merta menjadikan kota Palembang dianggap mampu melaksanakan otonomi 

daerah, karena untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi 

daerah dapat diukur melalui derajat desentralisasi fiskal dan derajat kemandirian 

daerah yang dimiliki Kota Palembang.

Mengukur seberapa besar keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yang 

menunjukkan kemampuan keuangan daerah Kota Palembang tidak cukup hanya 

dilakukan dengan melihat data statistik keuangan daerah, tetapi juga dapat diukur 

dengan menggunakan indikator - indikator lain. Keberhasilan pelaksanaan 

otonomi di Kota Palembang dapat dilihat dari semakin meningkatnya laju 

pertumbuhan ekonomi daerah yang ditandai dengan kenaikan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya. Dengan kata lain semakin meningkatnya 

PDRB di suatu daerah, maka akan berarti meningkatnya pertumbuhan ekonomi 

yang selanjutnya akan mempengaruhi kemampuan keuangan daerah tersebut.

Tabel 1.2 berikut menunjukkan peningkatan ekonomi Kota Palembang 

selama kurun waktu 10 tahun terakhir, kecuali pada tahun 1998 terjadi penurunan 

dari tahun sebelumnya. Dengan kata lain pada tahun 1998 ini tidak terjadi 

pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang sebagai akibat dari krisis ekonomi yang 

terjadi sejak tahun 1997. Namun setelah masa recovery, pertumbuhan ekonomi 

kembali membaik dan terus mengalami peningkatan.
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Tabel 1.2
PDRB Kota Palembang Tahun 1996-2006 

(dalam jutaan rupiah)
PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Tanpa MigasDengan MigasTahun
-2,847,7843,131,6061996

3,031,8763,301,1031997

2,652,6291998 2,923,740

2,762,4961999 3,483,107

8,041,5209,930,0722000

8,376,76010,330,1162001

8,919,77210,895,9822002

9,506,69911,488,4732003

10,263,31212,226,2592004

11,152,23713,088,8802005

13,998,531 12,090,5502006

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang 

Keterangan : *) Atas Dasar Harga Konstan 1993

Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan menambah 

penerimaan daerah, terutama pendapatan asli daerah (PAD). Hubungan 

pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan asli daerah daerah dapat diukur dengan 

melihat elastisitas PDRB terhadap penerimaan PAD, yang menunjukkan bahwa 

persentase perubahan PDRB akan berpengaruh terhadap persentase penerimaan 

PAD (Saragih dalam Adi; 2006 : 8).
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Peningkatan penerimaan PAD akan mendorong peningkatan pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan 

produktivitas masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian

daerah.

Peningkatan perekonomian daerah ini akan diiringi dengan peningkatan 

kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang dapat 

dilihat dari kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, 

sehingga diharapkan kemandirian daerah dapat terwujud dan ketergantungan

daerah terhadap pusat dapat dikurangi seminimal mungkin.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi

dengan judul Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap

Kemampuan Keuangan Daerah Kota Palembang.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang digunakan dalam tulisan ini adalah : berapa 

besar pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap kemampuan keuangan 

daerah Kota Palembang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dilakukannya penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap 

kemampuan keuangan daerah Kota Palembang.
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1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara

lain :

1. Manfaat Akademis

Untuk menambah pengetahuan penulis dan akademisi lainnya mengenai 

adanya pengaruh yang ditimbulkan oleh pertumbuhan ekonomi terhadap

kemampuan keuangan daerah Kota Palembang.

2. Manfaat Teknis

Melalui informasi yang diperoleh dari tulisan ini dapat menjadi masukan

bagi penulis - penulis lain yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai

pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemampuan daerah dilihat

dari derajat desentralisasi fiskal dan derajat kemandirian daerah.

3. Manfaat Operasional

penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam memecahkan 

masalah yang berhubungan dengan penetapan kebijakan keuangan daerah, 

khususnya bagi Pemerintah Kota Palembang.
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